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ABSTRAK

bahwa pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian
dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan
elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan
daerah;

bahwa untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah
secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan
bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan,
kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada
ketentuan  peraturan  perundang-undangan  maka
diperlukan pengaturan secara menyeluruh;

bahwa dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 12
Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Teknis Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
maka peraturan daerah terkait pengelolaan keuangan
Daerah perlu disesuaikan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat
(6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa
Barat dan Daerah Istimewa Djogjakarta, sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun
1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954
Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 551); Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020



CATATAN

Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573); Peraturan Pemerintah Nomor 21
Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya
Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat
II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor
42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3381); Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun
2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6322).

Dalam peraturan daerah ini, pengelolaan keuangan
daerah yang diatur meliputi: asas umum pengelolaan
keuangan daerah, pejabat-pejabat yang mengelola
keuangan daerah, struktur APBD, penyusunan RKPD,
KUA, PPAS, RKA-SKPD dan RKA-PPKD, penyusunan dan
penetapan APBD, pelaksanaan dan perubahan APBD,
penatausahaan keuangan daerah, pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD, pengendalian defisit dan penggunaan
surplus APBD, pengelolaan kas umum daerah,
pengelolaan piutang daerah, pengelolaan investasi daerah,
pengelolaan barang milik daerah, pengelolaan dana
cadangan, pengelolaan utang daerah, pembinaan dan
pengawasan pengelolaan keuangan daerah, penyelesaian
kerugian daerah, pengelolaan keuangan badan layanan
umum daerah.
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